
 

BUPATI ACEH TENGGARA 
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  

NOMOR 16 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM DAN INSENTIF  

PADA BAITUL MAL ACEH TENGGARA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 BUPATI ACEH TENGGARA, 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5), Qanun 

Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah 

diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran 

Honorarium dan Insentif pada Baitul Mal Aceh Tenggara; 

Mengingat     :    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang 

Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3034); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8.  Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781): 

9.  Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran 

Aceh 'Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 

110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Oanun Aceh Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129): 

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh 

Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 01 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Aceh Tenggara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN 

HONORARIUM DAN INSENTIF PADA BAITUL MAL ACEH TENGGARA  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara. 

4. Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan 

syari’ah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan 

zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan 

perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK. 

5. Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Badan 

BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, 



harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di 

Kabupaten Aceh Tenggara. 

6. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat 

untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara 

administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional 

bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK. 

7. Gaji adalah pembayaran rutin oleh Pemerintah/perusahaan kepada Petugas/ 

karyawan untuk pekerjaan baik harian, bulanan, atau tahunan, guna                       memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang layak. 

Pasal 2 

Dewan Pengawas dan Badan BMK diberikan honorarium dan insentif sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

Besaran honorarium dan insentif pada Badan BMK diatur dalam Standar Biaya 

Pemerintah Kabupaten.  

Pasal 4 

Besaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan 

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 5 

(1) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari 

APBK. 

(2) Pajak penghasilan Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK  yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan 

penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Honorarium 

dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

Pasal 7 

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Honorarium dan Insentif  Dewan 

Pengawas dan Badan BMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 8 

Honorarium dan Insentif Dewan Pengawas dan Badan BMK diberikan terhitung mulai 

tanggal sejak pelantikan. 

Pasal 9 

Dewan Pengawas dan Badan BMK yang telah memperoleh Honorarium dan Insentif 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana 



zakat yang menjadi bagian Amil. 

Pasal 10 

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam 

peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur  dan 

ditetapkan kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. 

 

Ditetapkandi   : Kutacane  

Pada tanggal   :   Februari 2023 

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, 

 
 

            SYAKIR 

 

Diundangkan di : Kutacane  

Pada tanggal :      Februari 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TENGGARA, 

 
 

MHD. RIDWAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR ... 


